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ABSTRAK 

 

PENGARUH PAJAK HOTEL DAN PAJAK HIBURAN TERHADAP 

PENDAPATAN ASLI DAERAH DI KABUPATEN ACEH TENGAH 

TAHUN 2017-2021 

 

Wahyuni 

1805170016 

Wahyunitkn422@gmail.com  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak 

Hotel dan Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Badan 

Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Aceh Tengah tahun 2017-2021. 

Pendekatan penelitian ini menggunakan asosiatif kuantitatif. Jenis data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif. Metode pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi. Teknik analisis data pada 

penelitian ini adalah uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji hipotesis dan 

koefisien determinasi dengan alat bantu program komputer SPSS 22. Berdasarkan 

hasil penelitian ada pengaruh Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah pada di 

Kabupaten Aceh Tengah. Ada pengaruh signifikan pajak hiburan terhadap 

pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tengah. Ada pengaruh signifikan 

pajak hotel dan pajak hiburan secara bersama-sama terhadap pendapatan asli 

daerah di Kabupaten Aceh Tengah. 

 

Kata Kunci : Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah 
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ABSTRACT 

 

THE EFFECT OF HOTEL TAX AND ENTERTAINMENT TAX ON 

REGIONAL ORIGINAL INCOME IN CENTRAL ACEH REGENCY 2017-

2021 

 

Wahyuni 

1805170016 

Wahyunitkn422@gmail.com  

 

The purpose of this study was to examine and analyze the effect of Hotel Tax and 

Entertainment Tax on Regional Original Income at the Regional Financial 

Management Agency of Central Aceh Regency in 2017-2021. This research 

approach uses quantitative associative. The type of data used in this research is 

quantitative data. The data collection method in this research is documentation 

technique. The data analysis technique in this study is the classical assumption 

test, multiple regression test, hypothesis testing and the coefficient of 

determination with the SPSS 22 computer program tool. There is a significant 

effect of the entertainment tax on local revenue in Central Aceh District. There is 

a significant effect of hotel tax and entertainment tax together on local revenue in 

Central Aceh District. 

 

Keywords: Hotel Tax, Entertainment Tax, Local Revenue 
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BAB 1  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan 

untuk melaksanakan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pajak dipungut 

dari warga negara Indonesia dan menjadi salah satu kewajiban yang dapat 

dipaksakan pemungutannya. Pembangunan nasional di Indonesia pada dasarnya 

dilakukan oleh masyarakat secara bersama-sama pemerintah. Oleh karena itu, 

peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan harus ditumbuhkan dengan 

meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.  

Menurut pasal 1 UU NO.28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata 

Cara Perpajakan, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang 

oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-

Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan 

untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dari 

pengertian di atas mengungkapkan bahwa tujuan pajak adalah untuk kemakmuran 

rakyat atau membuat rakyat menjadi sejahtera.  

Dengan demikian pajak daerah merupakan pajak yang diterapkan oleh 

pemerintah daerah dengan peraturan daerah (perda) yang wewenang 

pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan hasilnya digunakan 

untuk membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam melaksanakan 

penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan di daerah.  pemerintahan daerah 

dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menyatakan, 
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Sumber penerimaan daerahterdiri atas Pendapatan Asli Daerah sumber 

penerimaan 
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daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah 

dan Undang-Undag No.33 Tahun 2004 tentang  Daerah yang disebut PAD, PAD 

yaitu hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah 

yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah, dana perimbangan dan lain-lain 

pendapatan daerah yang sah.  

Dalam undang-undang tersebut, memperlihatkan adanya upaya untuk 

memperkuat struktur keuangan daerah yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

kemampuan daerah dalam mengurus rumah tangganya sendiri. Untuk 

mewujudkan otonomi di daerah, kemampuan keuangan daerah merupakan salah 

satu faktor penting karena sesuai dengan azas desentralisasi daerah kabupaten dan 

kota sebagai otonomi daerah otonom berhak mengatur secara financial harus 

bersifat independen terhadap pemerintah pusat dengan jalan sebanyak mungkin 

menggali sumber-sumber pendapatan asli daerah (PAD).  

Pendapatan Asli Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang 

secara bebas dapat digunakan oleh msing-masing daerah untuk menyelenggarakan 

pemerintahan dan pembangunan daerah. Masalah pendapatan asli daerah 

merupakan kendala utama bagi daerah dalam menyelenggarakan pelayanan bagi 

masyarakat. Hal ini disebabkan karena proporsi bantuan pemerintah pusat.  

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal 

dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber 

penerimaan paling yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting 

bagi penerimaan kas negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha 

meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi yang 
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ada di daerah, yang tidak lepas dari peran serta dan kontribusi pemerintah daerah 

yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang ada di 

daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.  

Pajak Daerah adalah salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi 

yang besar terhadap penerimaan PAD. Menurut UU no. 34 Tahun 2000 adalah 

iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan 

langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Adapun 

pembagian pajak daerah sesuai Pasal 2 UU No. 34 tahun 2000 adalah Jenis pajak 

Kabupaten/Kota terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame,Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, 

Pajak Parkir, Pajak Air dan Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).  

Aceh Tengah adalah salah satu kabupaten di Provinsi Aceh, Indonesia. Ibu 

kotanya adalah Takengon, sebuah kota kecil berhawa sejuk yang berada di salah 

satu bagian punggung pegunungan Bukit Barisan yang membentang sepanjang 

Pulau Sumatra. Kabupaten Aceh Tengah berada di kawasan Dataran Tinggi Gayo. 

Kabupaten lain yang berada di kawasan ini adalah Kabupaten Bener Meriah serta 

Kabupaten Gayo Lues. Tiga kota utamanya yaitu Takengon, Blang Kejeren, dan 

Simpang Tiga Redelong. Jalan yang menghubungkan ketiga kota ini melewati 

daerah dengan pemandangan yang sangat indah. Pada masa lalu daerah Gayo 

merupakan kawasan yang terpencil sebelum pembangunan jalan dilaksanakan di 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten
https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Takengon
https://id.wikipedia.org/wiki/Takengon
https://id.wikipedia.org/wiki/Bukit_Barisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bukit_Barisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Bukit_Barisan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatra
https://id.wikipedia.org/wiki/Dataran_Tinggi_Gayo
https://id.wikipedia.org/wiki/Dataran_Tinggi_Gayo
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bener_Meriah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bener_Meriah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Bener_Meriah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Gayo_Lues
https://id.wikipedia.org/wiki/Takengon
https://id.wikipedia.org/wiki/Takengon
https://id.wikipedia.org/wiki/Blang_Kejeren
https://id.wikipedia.org/wiki/Blang_Kejeren
https://id.wikipedia.org/wiki/Simpang_Tiga_Redelong
https://id.wikipedia.org/wiki/Simpang_Tiga_Redelong
https://id.wikipedia.org/wiki/Simpang_Tiga_Redelong
https://id.wikipedia.org/wiki/Gayo
https://id.wikipedia.org/wiki/Gayo
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daerah ini. Kabupaten Aceh Tengah memiliki 14 kecamatan yang terdiri dari 295 

desa.  

Penulis melakukan peneletian di Aceh Tengah ini karena Aceh tengah 

pada data Target dan Realisasi per tahun pajak hotel, pajak hiburan, terlihat 

persentasinya mengalami kenaikan dan penurunan secara drastis, penulis ingin 

meneliti apa saja yang menjadi penyebabnya dan mengetahui seberapa 

berpengaruh pajak hotel, pajak hiburan ini terhadap Pendapatan Asli Daerah untuk 

perkembangan kota takengon ini.  

Menurut UU 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 

Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah 

fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait lainnya 

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga motel, losmen, gubuk pariwisata, 

wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah 

kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh). Pajak Hotel adalah pajak atas 

pelayanan yang disediakan oleh hotel (Mardiasmo, 2000). Pelayanan yang 

disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai 

kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, 

termasuk fasilitas ruang pertemuan, olah raga dan hiburan. Pajak Hiburan adalah 

pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, 

pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut 

bayaran (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah pasal 1 ayat 24).  
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Tabel 1.1 Data Target dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 

Kabupaten Aceh Tengah 

 

No.  Tahun  Target           Realisasi  %  

1.  2017  Rp. 174.530.511.381  Rp. 158.262.804.604  90,68  

2.  2018  Rp. 183.064.444.080  Rp. 167.495.485.645  91,50  

3.  2019  Rp. 177.490.167.303  Rp. 164.909.171.542  92,91  

4.  2020  Rp. 179.676.451.210  Rp. 173.419.622.317  96,52  

5.  2021  Rp. 168.257.872.828  Rp. 158.974.103.980  94,48  

 Sumber:Bidang Pendapatan(Badan Pengeloaan Keuangan Kab. Aceh Tengah)  

 

Dari tabel diatas, perbandingan target dan realisasi Pendapatan Asli 

Daerah (PAD) Kabupaten Aceh Tengah dapat dilihat Pada tahun 2017 target 

PAD sebesar Rp.174.530.511.381 tetapi realisasi penerimaannya mencapai 

Rp.167.495.485.645 dengan persentase 90% , pada tahun 2018 target PAD 

sebesar Rp. 183.064.444.080 tetapi realisasi penerimaannya meningkat dari tahun 

sebelumnya mencapai Rp. 167.495.485.645 dengan persentase 91,50 %, pada 

tahun 2019 target PAD sebesar Rp. 177.490.167.303 tetapi realisasi 

penerimaannya menurun dari realisasi tahun sebelumnya hanya mencapai Rp. 

164.909.171.542 dengan persentasi 92,91 % , pada tahun 2020 target PAD 

sebesar Rp. 179.676.451.210 realisasi penerimaannya meningkat dari tahun 

sebelumnya mencapai Rp. 173.419.622.317 dengan persentase 96,52 %, dan data 

tahun 2021 Target PAD sebesar Rp. 168.257.872.828 tetapi realisasinya menurun 

dari tahun sebelumnya yaitu hanya mencapai Rp. 158.974.103.980 dengan 

persentase 94,48 % .  

Dari data yang telah disajikan dapat dilihat bahwa realisasi penerimaan 

PAD dari tahun 2017-2021 tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan 
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Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah. Pada tahun 2017 sampai 

dengan 2018 target mengalami kenaikan disertainya dengan kenaikan 

realisasinya, pada tahun 2019 sampai 2021 target PAD menurun tetapi 

realisasinya mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun sebelumnya. Berikut 

ini adalah data Realisasi Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Aceh Tengah.  

Tabel 1. 2 Data Realisasi Pajak Hotel, Pajak Hiburan dan PAD 

Kabupaten Aceh Tengah 

 

Tahun  

  Realisasi  
Pajak Hotel  Pajak Hiburan  PAD  

2017  Rp. 341.254.756 Rp. 1.788.163.105 Rp. 158.262.804.604  

2018  Rp. 399.643.738 Rp. 2.242.935.220 Rp. 167.495.485.645  

2019  Rp. 389.332.802 Rp. 2.474.439.124 Rp. 164.909.171.542  

2020  Rp. 323.074.844 Rp. 2.593.597.333 Rp. 173.419.622.317  

2021  Rp. 597.396.367 Rp. 2.992.374.700 Rp. 158.974.103.980  

 
Sumber:Bidang Pendapatan (Badan Pengeloaan Keuangan Kab.Aceh Tengah)  

 

Dari tabel diatas, perbandingan realisasi Pendapatan Asli daerah dari 

realisasi penerimaan Pajak Hotel, Pajak Hiburan, Kabupaten Aceh Tengah dapat 

dilihat Pada tahun 2020 realisasi penerimaan PAD meningkat dari tahun 

sebelumnya mencapai Rp. 173.419.622.317, sedangkan di tahun ini pada realisasi 

penerimaan Pajak Hiburan hanya Rp. Rp2.593.597.333. Pada tahun 2021 

realisasi PAD mengalami penurunan hanya mencapai sebesar Rp. 

158.974.103.980 dilihat dari sumber realisasi penerimaan Pajak Hotel mengalami 

peningkatan dari tahun sebelumnya mencapai sebesar Rp. 597.396.367, Realisasi 

Pajak Hiburan Rp. Rp2.992.374.700. 
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Hasil penelitian (Syarifudin, 2020) menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, hasil penelitian (Leslari, 2019) 

Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 

2003-2017. 

Berdasarkan hasil penelitian (Leslari, 2019) Pajak Hiburan berpengaruh 

terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017. (Syarifudin, 2020) 

Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli daerah. Berdasarkan 

hasil penelitian (Yulia, 2020) terdapat pengaruh pajak hiburan terhadap 

pendapatan asli daerah. 

Berikut adalah jumlah Wajib Pajak Hotel dan  Hiburan di Kabupaten 

Aceh Tengah : 

Tabel 1.3 

Jumlah Wajib Pajak Hotel dan Hiburan 

Tahun WP Hotel dan 

Hiburan 

WP Hotel dan 

Hiburan Yang 

Membayar 

% 

2017 534 209 39 

2018 539 298 55 

2019 552 330 60 

2020 582 333 58 

2021 588 330 58 

Sumber:Bidang Pendapatan (Badan Pengeloaan Keuangan Kab.Aceh Tengah) 

Dari tabel diatas terlihat bahwa setiap tahun jumlah WP hotel dan hiburan 

yang terdaftar meningkat jumlahnya namun realisasi WP hotel dan hiburan yang 

membayar pajak mengalami penurunan di tahun 2020 dan 2021, dimana angka 

kepatuhan WP hotel dan pajak hiburan tidak mencapai 100%, sehinggal hal ini 
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yang menyebabkan nilai realisasi pajak hotel dan pajak hiburan selalu 

berfluktuasi di Kabupaten Aceh Tengah. 

Berdasarkan hasil penelitian (Leslari, 2019) ini diketahui bahwa Pajak 

Hotel berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017. 

(Liu 2020) Secara uji analisis parsial atau uji t pajak hotel memperoleh nilai yang 

signifikan yaitu Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.  

Hasil penelitian (Syarifudin, 2020) menunjukkan bahwa Pajak Hotel tidak 

berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah, hasil penelitian (Leslari, 2019) 

Pajak Hotel tidak berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 

2003-2017. 

Berdasarkan hasil penelitian (Leslari, 2019) Pajak Hiburan tidak 

berpengaruh terhadap PAD Kota Bandar Lampung pada tahun 2003-2017. 

(Syarifudin, 2020) Pajak Hiburan tidak berpengaruh terhadap Pendapatan Asli 

daerah. Berdasarkan hasil penelitian (Yulia, 2020) terdapat pengaruh pajak 

hiburan terhadap pendapatan asli daerah. 

Berdasarkan latar belakang dan perbedaan hasil penelitian yang telah 

dipaparkan diatas, maka penulis mengangkat judul “Pengaruh Pajak Hotel, 

Pajak Hiburan, Terhadap Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Aceh 

Tengah Tahun 2017-2021”.  

 

1.2 Identifikasi Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka identifikasi 

masalah sebagai berikut :  
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1. Belum tercapainya target penerimaan Pendapatan Asli Daerah pada Badan 

Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah  

2. Belum tercapainya target Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan pada 

Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah   

 

1.3 Rumusan Masalah  

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka penulis membuat 

rumusan masalah  

1. Apakah ada pengaruh antara Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah di 

Kabupaten Aceh Tengah ? 

2. Apakah ada pengaruh antara Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah 

di Kabupaten Aceh Tengah ? 

3. Apakah ada pengaruh antara Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Aceh Tengah 

  

1.4 Tujuan Penelitian  

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan 

Asli Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Aceh 

Tengah  

2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Hiburan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah  

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan 

terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Tengah  
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1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Bagi Badan Pengeloaan Keuangan Kabupaten Aceh Tengah, hasil 

penelitian ini bisa menjadi bahan masukan ataupun pertimbangan dalam 

usaha meningkatkan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan, sebagai sumber 

Pendapatan Asli Daerah.  

2. Bagi Penulis, penelitian ini dapat menjadi kajian ilmiah dibidang Akuntansi 

Perpajakan, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan,khususnya 

dibidang Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Pada Badan Pengeloaan Keuangan 

Kabupaten Aceh Tengah.  

3. Bagi Pihak Lain/ Masyarakat, hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dan 

referensi dalam penelitian selanjutnya yang bersangkutan dengan Pajak 

Hotel dan Pajak Hiburan lebih meningkatkan pemahaman tentang 

kesadaran membayar Pajak Hotel dan Pajak Hiburan. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

   

2.1 Uraian Teori  

2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)  

2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)   

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa “ 

Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang 

diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan 

peraturan perundang undangan”.  

Sebagaimana telah diuraikan terlebih dahulu bahwa pendapatan 

daerah dalam hal ini pendapatan asli daerah adalah salah satu sumber dana 

pembiayaan pembangunan daerah pada kenyataannya belum cukup 

memberikan sumbangan bagi pertumbuhan daerah, hal ini mengharuskan 

pemerintah daerah menggali dan meningkatkan pendapatan daerah terutama 

sumber pendapatan asli daerah.  

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang 

bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan 

kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang 

sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam 

menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai 

mewujudkan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 Tahun 2004).  

 



12 

 

 

 

2.1.1.2. Jenis-jenis Pendapatan Asli Daerah  

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, 

pada bab V(lima) nomor 1(satu) disebutkan bahwa pendapatan asli daerah 

bersumber dari :  

1. Pajak Daerah  

Iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada 

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan 

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan 

daerah (Mardiasmo, 2018)  

 2. Retribusi Daerah  

Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin 

tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah 

untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Mardiasmo, 2018)  

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, meliputi :  

Bagian laba, deviden, dan penjualan saham milik daerah.  

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, meliputi :  

a. Hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan  

b. Jasa giro  

c. Pendapatan bunga  

d. Keuntungan adalah nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing  

e. Komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan 

dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh pemerintah  
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2.1.1.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah 

 Menurut (Herlina. R, 2005) beberapa faktor yang mempengarhui PAD 

adalah sebagai berikut : 

1. Jumlah penduduk 

Jumlah penduduk merupakan salah satu faktor penentu adanya disparitas 

pendapatan asli daerah. Penambahan penduduk merupakan satu hal yang 

dibutuhkan dan bukan satu masalah melainkan sebagai unsur penting yang dapat 

merangsang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. 

2. Pengeluaran pemerintah 

Semakin besar dan banyak kegiatan pemerintah, semakin besar pula 

pengeluaran pemerintah yang bersangkutan. Proporsi pengeluaran pemerintah 

terhadap penghasilan nasional (GNP) adalah suatu ukuran terhadap kegiatan 

pemerintah dalam suatu perekonomian. 

3. Infrastruktur 

Sarana dan prasarana yang memadai maka masyarakat dapat melakukan 

aktivitasnya sehari-hari secara aman yang akan berpengaruh pada tingkat 

produktivitasnya yang semakin meningkat dan dengan adanya infrastruktur yang 

memadai akan menarik investor untuk membuka usaha di daerah 

tersebut,contohnya adanya hotel di tempat wisata, adanya hiburan. 

4. Inflasi 

Adanya inflasi di Kota menggambarkan adanya gejolak ekonomi, apabila 

inflasi tersebut dibiarkan begitu saja tanpa dikendalikan akan berdampak pada 

perekonomian, karena inflasi yang baik kurang dari 10 % apabila inflasi melebihi 
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dari 25% akan mengakibatkan nilai barang tinggi dan berdampak pada nilai tukar 

rupiah yang akan semakin menurun. 

 

2.1.2 Pajak Daerah  

2.1.2.1 Pengertian Pajak Daerah  

Pajak daerah adalah pajak pajak yang pungutannya dilakukan oleh 

pemerintah daerah berdasarkan undang-undang yang berlaku. Pajak daerah 

menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah pasal 1 ayat 10 “ Pajak daerah yang selanjutnya disebut 

pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, 

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.  

2.1.2.2 Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah  

 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur dengan jelas 

bahwa untuk dapat dipungut pada suatu daerah, setiap jenis pajak daerah 

harus ditetapkan dengan peraturan daerah. Peraturan daerah tentang suatu 

pajak tidak dapat berlaku surut dan tidak boleh bertentangan dengan 

kepentingan umum atau ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi. 

Peraturan tersebut sekurang-kurangnya mengatur mengenai :  

1. Nama,Objek, dan Subjek Pajak  

2. Dasar Pengenaan,Tarif dan Cara Perhitungan Pajak  

3. Wilayah Pemungutan  

4. Masa Pajak  
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5. Penetapan Pajak  

6. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan Pajak  

7. Kadaluwarsa Penagihan Pajak  

8. Sanksi Administrasi  

9. Tanggal mulai berlakunya Pajak  

 2.1.2.3 Sistem Pemungutan dan Pemungut Pajak Daerah  

  Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 menetapkan sistem 

pemungutan pajak untuk setiap Pajak Daerah adalah :  

1. Sistem Pemungutan Pajak Daerah  

Pemungutan Pajak daerah saat ini menggunakan tiga sistem pemungutan 

pajak sebagaimana tertera dibawah ini :  

a. Dibayar sendiri oleh Wajib Pajak  

b. Ditetapkan oleh Kepala Daerah  

c. Dipungut oleh Pemungut Pajak  

2. Pemungut Pajak Daerah  

Dimungkinkan kerjasama dengan pihak ketiga dalam proses pemungutan 

Pajak antara lain :  

a. Percetakan formulir perpajakan  

b. Pengiriman surat-surat kepada Wajib Pajak  

c. Penghimpunan data objek dan subjek pajak  

Untuk Wajib Pajak, sesuai dengan Ketetapan Kepala Daerah maupun 

yang dibayar sendiri oleh Wajib Pajak :  

a. Diterbitkan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD)  

b. Surat Keputusan Pembetulan  
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c. Surat Keputusan Keberatan  

d. Putusan Banding sebagai dasar pemungutan dan penyetoran pajak.  

2.1.2.4  Jenis-jenis Pajak Daerah  

Berdasarkan Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah dibedakan menjadi dua jenis : 

1. Pajak Provinsi, antara lain :  

a. Pajak Kendaraan Bermotor 

b. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 

c. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor 

d. Pajak Air Permukaan 

e. Pajak Rokok 

2. Pajak Kabupaten/ Kota, antara lain :  

a. Pajak Hotel 

b. Pajak Hiburan  

c. Pajak Reklame 

d. Pajak Penerangan Jalan  

e. Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan 

f. Pajak Parkir 

g. Pajak Sarang Burung Walet 

h. Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan  

i. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan  

2.1.2.5 Tarif Pajak Daerah  

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, tarif untuk jenis 

pajak daerah untuk provinsi ditetapkan sebagai berikut:  
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1. Pajak Kendaraan Bermotor  

a. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor pertama paling rendah 

sebesar 1% dan paling tinggi sebesar 2%. 

b. untuk kepemilikan Kendaraan Bermotor kedua dan seterusnya tariff 

dapat ditetapkan secara progresif paling rendah sebesar 2% dan paling 

tinggi 10%. 

c. tarif pajak Kendaraan Bermotor angkutan umum, ambulan, pemadam 

kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, 

Pemerintah/TNI/POLRI, pemerintah daerah, dan kendaraan lain yang 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah, paling rendah sebesar 0,5% dan 

paling tinggi 1%.  

d. tarif pajak Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

ditetapkan paling rendah sebesar 0,1% dan paling tinggi sebesar 0,2%.  

2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor  

Penyerahan pertama sebesar 20%, dan penyerahan kedua dan seterusnya 

sebesar 1%. Untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar 

yang tidak menggunakan jalan umum tarif pajak ditetapkan paling tinggi 

untuk :  

a. Penyerahan pertama sebesar 0,75%. 

b. Penyerahan kedua dan seterusnya sebesar 0,075% .  

3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor setinggi-tingginya 10%. 

4. Pajak Air Permukaan, tarif setinggi-tingginya 10%.  

5. Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% dari cukai rokok.  
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Sedangkan untuk tiap jenis pajak daerah untuk kota/kabupaten 

ditetapkan tarif pajak sebagai berikut :  

1. Pajak Hotel setinggi-tingginya 10%. 

2. Pajak Hotel setinggi-tingginya 10%.  

3. Pajak Hiburan setinggi-tingginya 35% kecuali untuk hiburan berupa 

pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, karaoke, klab malam, 

permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi uap/spa, tarif pajak 

Hiburan dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 75% dan hiburan kesenian 

rakyat/tradisional dikenakan tarif paling tinggi sebesar 10%. 

4. Pajak Reklame 25%.  

5. Pajak Penerangan Jalan 10% penggunaan tenaga listrik dari sumber lain 

oleh indrustri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif pajak 

ditetapkan paling tinggi sebesar 3% dan penggunaan tenaga listrik yang 

dihasilkan sendiri tarifnya paling tinggi sebesar 1,5%. 

6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, tarif setinggi-tingginya 25%. 

7. Pajak Parkir tarif setinggi-tingginya 30%. 

 

2.1.3 Pajak Hotel  

2.1.3.1 Pengertian Pajak Hotel  

Menurut Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011, tentang Pajak 

Hotel “hotel adalah fasilitas penyedia penginapan, makan dan minuman 

yang dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, 

kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/ katering”. Pajak 

Hotel dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.  
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2.1.3.2 Objek Pajak Hotel  

 Objek pajak adalah setiap pelayanan yang disediakan dengan 

pembayaran di restoran. Termasuk di dalamnya rumah makan, warung 

makan, kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing atau usaha lain yang 

sejenis yang disertai dengan fasilitas penyantapannya atau disantap di 

tempat.  

2.1.3.3 Dasar Pengenaan Pajak  

 Dasar Pengenaan Pajak Hotel adalah jumlah pembayaran yang 

diterima atau seharusnya diterima restoran. Atau dalam pengertian lain dasar 

pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang dilakukan kepada restoran 

termasuk di dalamnya rumah makan, warung makan, kafe, bar, pedagang 

kaki lima, kolam pancing, dan/atau usaha lain yang sejenis yang disertai 

fasilitas penyantapannya atau di santap di tempat lain dan memberikan 

pelayanan di tempat dan di bawa pulang.  

2.1.3.4 Tarif Pajak  

 Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% dari dasar pengenaan pajak. 

Tarif pajak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan kepada restoran.  

2.1.3.5. Pemungutan dan Perhitungan Pajak  

Pemungutan Pajak tidak dapat diborongkan dan pajak dipungut 

berdasarkan penetapan walikota/bupati atau dibayar sendiri oleh wajib pajak 

.Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh 

proses kegiatan pemungutan pajak tidak dapat diserahkan kepada pihak 

ketiga.  
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Besarnya pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan 

dengan dasar pengenaan pajak. Wajib pajak diharuskan menggunakan Nota 

Penjualan sebagai bukti atas pembayaran yang dilakukan kepada Pengusaha 

Restoran termasuk di dalamnya Pengusaha rumah makan, warung makan, 

kafe, bar, pedagang kaki lima, kolam pancing, dan/atau usaha lain yang 

sejenis yang disertai fasilitas penyantapannya atau disantap di tempat lain.  

Besarnya pokok Pajak Hotel yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum 

perhitungan Pajak Hotel adalah sebagai berikut.  

Pajak Terutang =  Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak  

= Tarif Pajak X jumlah pembayaran yang diterima atau 

yang seharusnya diterima restoran  

  

2.1.4 Pajak Hiburan  

2.1.4.1 Pengertian Pajak Hiburan  

 Menurut Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010, sebagaimana 

telah diubah menjadi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pajak 

Hiburan “Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, 

dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran”. Pajak 

Hiburan dipungut atas jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut 

bayaran.  

2.1.4.2 Objek Pajak Hiburan  

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, objek pajak 

hiburan adalah setiap penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. 
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Adapun yang dimaksud dalam pengertian hiburan adalah semua jenis 

pertunjukkan berupa :  

a. Tontonan film 

b. Pagelaran kesenian, musik, tari, dan busana 

c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya 

d. Pameran 

e. Diskotek, karaoke, klab malam, dan sejenisnya 

f. Sirkus, akrobat, dan sulap 

g. Permainan bilyar, golf, dan boling 

h. Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan 

i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran dan  

j. Pertandingan olahraga 

 

2.1.4.3 Subjek Pajak Hiburan  

Subjek pajak hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 

2009 pasal 43 adalah  “setiap orang pribadi atau badan yang menonton 

dan/atau menikmati hiburan, sedangkan wajib pajak hiburan adalah orang 

pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan .”  

 

2.1.4.4 Dasar Pengenaan Pajak Hiburan  

Dasar pengenaan pajak hiburan menurut Undang-Undang Nomor 28 

Tahun 2009 Pasal 44, bahwa :  

1. Dasar pengenaan pajak hiburan adalah jumlah uang yang diterima atau 

yang seharusnya diterima oleh penyelenggara hiburan.  
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2. Jumlah uang yang seharusnya diterima sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) termasuk potongan dan harga tiket cuma-cuma yang diberikan kepada 

penerima jasa hiburan.  

  

2.1.4.5 Tarif Pajak Hiburan  

Tarif pajak hiburan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 45, bahwa :  

1. Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% . 

2. Khusus hiburan berupa pagelaran busana, kontes kecantikan, diskotek, 

karaoke, klab malam, permainan ketangkasan, panti pijat, dan mandi 

uap/spa, tarif pajaknya dapat ditetapkan paling tinggi sebesar 7,5%.  

2. Khusus hiburan kesenian rakyat/tradisional dikenakan tarif pajak paling 

tinggi sebesar 10% .  

3. Tarif pajak hiburan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.  

Tarif pajak hiburan ditetapkan paling tinggi sebesar 35% dan 

ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal ini dimaksudkan untuk 

memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk 

menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-

masing daerah kabupaten/kota.  

Oleh karena objek pajak hiburan memiliki beragam jenis hiburan, 

pemerintah kabupaten/kota juga harus menetapkan tarif pajak untuk 

masingmasing jenis hiburan, yang biasanya berbeda antar jenis hiburan. 

Misalnya, suatu pemerintah daerah/kota menetapkan besarnya tarif pajak 

hiburan untuk setiap jenis hiburan sebagaimana berikut ini :  
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1) Tarif Pajak untuk pertunjukan film bioskop ditetapkan :  

a. Golongan A, II Utama sebesar 15%  

b. Golongan A, II sebesar 12,5%  

c. Golongan A, I sebesar 12,5%  

d. Golongan B, II sebesar 10%  

e. Golongan B, I sebesar 10%  

f. Golongan C sebesar 7,5%  

g. Golongan D sebesar 7,5%  

h. Jenis Keliling sebesar 5%  

2) Tarif pajak untuk pertunjukkan kesenian antara lain kesenian 

tradisional, pameran seni, pameran busana, konteks kecantikan 

ditetapkan 10%.  

3) Tarif pajak untuk pertunjukan/ pagelaran ,musik dan tarif ditetapkan 

sebesar 25%.  

4) Tarif pajak diskotik, bar, dan pub ditetapkan sebesar 35%. 

5) Tarif pajak untuk karaoke, musik hidup, ruang musik, balai gita, dan 

sejenisnya ditetapkan sebesar 30% . 

6) Tarif pajak untuk klub malam ditetapkan sebesar 35%. 

7) Tarif pajak untuk permainan bilyard ditetapkan sebesar 10%  

8) Tarif pajak untuk permainan ketangkasan dan sejenisnya untuk dewasa 

ditetapkan sebesar 25% dan untuk anak-anak ditetapkan sebesar 10% 

9) Tarif pajak untuk panti pijat ditetapkan sebesar 25%  

10) Tarif pajak untuk mandi uap dan sejenisnya ditetapkan sebesar 25% 

11) Tarif pajak untuk pertandingan olahraga ditetapkan sebesar 12,5%  



24 

 

 

 

12) Tarif pajak untuk permainan bowling ditetapkan sebesar 15%  

13) Tarif pajak untuk tempat wisata, rekreasi termasuk di dalamnya kolam 

renang, kolam pemancingan, pasar malam, pertunjukkan sirkus, komedi 

putar, kereta pesiar dan sejenisnya ditetapkan 10%  

14) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan insidental ditetapkan 

sebesar 15%  

15) Tarif pajak untuk penyelenggaraan hiburan yang seharusnya 

menggunakan tanda masuk, tetapi tidak menggunakan tanda masuk 

atau tidak mencantumkan harga tanda masuk ditetapkan sebesar 15% 

 

Besaran pokok pajak hiburan yang terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum 

perhitungan pajak hiburan adalah sebagai berikut.  

Pajak Terutang = Tarif Pajak X Dasar Pengenaan Pajak  

= Tarif Pajak X jumlah pembayaran yang diterima atau 

yang seharusnya diterima dari hiburan.  

  

2.1.5 Penelitian Terdahulu  

Adapun tinjauan penelitian terdahulu yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut :  

Tabel 2.1  

Penelitian Terdahulu  

 

Peneliti  

(Tahun)  

Judul Penelitian  Variabel  Hasil Penelitian  

Zainul 

Fikri &  

Ronny  

 Pengaruh Pajak 

Hotel danPajak 

Hiburan Terhadap 

 Pendapatan Asli 

Daerah (Y)  

Pajak Hotel (X1)  

 Berdasarkan hasil 

penelitian ini diketahui 

bahwa menunjukkan 
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Malavia  

Mardani  

(2017)  

Pendapatan Asli 

Daerah Kota Batu  

Pajak Hotel(X2)  

Pajak Hiburan 

(X3)  

bahwa Pajak hotel 

memiliki pengaruh secara 

positif dan signifikan 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kota Batu pada 

tahun 2012-2016, hal ini 

dapat ditunjukkan dengan 

nilai signifikansi pajak 

hotel sebesar 0.000 < 0,05. 

Pajak Hotel memiliki 

pengaruh secara positif 

dan signifikan terhadap 

PAD Kota Batu tahun 

2012-2016 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.004 

< 0,05. Pajak Hiburan 

memiliki pengaruh secara 

positif dan signifikan 

terhadap PAD pada tahun 

2012-2016 dengan nilai 

signifikansi sebesar 0.000 

< 0,05. Analisa ini 

menunjukkan bahwa Pajak 

Hotel, Pajak Hotel, dan 

Pajak Hiburan memiliki 

pengaruh terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Kota Batu.  

Nurul 

Ardianti 

(2015)  

Pengaruh 

Penerimaan Pajak 

Reklame, Hotel,  

Restoran, Hiburan  

Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah Kota Kediri  

Pendapatan Asli 

Daerah (Y)  

PajakReklame(X1)  

Pajak Hotel (X2)  

Pajak Hotel(X3)  

Pajak Hiburan 

(X4)  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 

variabel pajak hiburan 

yang berpengaruh 

signifikan terhadap 

pendapatan asli daerah 

dengan nilai signifikan 

lebih besar dari 0,05 yaitu 

sebesar 0,742. Dan hasil 

penelitian secara simultan 

menunjukkan bahwa pajak 

reklame, pajak hotel, Pajak 

Hotel, pajak hiburan 

berpengaruh signifikan 

terhadap pendapatan asli 

daerah secara bersama-

sama dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000. 

Variabel independen 

mempengaruhi variabel 
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dependen sebesar 57% 

sedangkan sisanya 43%  

dipengaruhi oleh faktor lain 

yang tidak diteliti dalam 

penelitian ini.  

Iftakhur  

Rizqiyah  

(2015)  

Pengaruh Pajak 

Hotel, Pajak  

Hiburan, Pajak  

Reklame, dan Pajak  

Parkir terhadap  

Pendapatan Asli  

Daerah Kota  

Semarang Tahun 

2009-2013.  

Pendapatan Asli 

Daerah (Y)  

Pajak Hotel (X1)  

Pajak Hotel(X2)  

Pajak Hiburan 

(X3)  

Pajak 

Reklame(X4)  

Pajak Parkir (X5)  

Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa pajak 

hotel, Pajak Hotel, pajak 

hiburan, pajak reklame, 

dan pajak parkir atas  

Pendapatan Asli Daerah 

Semarang berpengaruh 

secara signifikan. 

Sedangkan hasil pengujian 

hipotesis (Ujit) 

menunjukkan bahwa 

hanya ada dua variabel 

independen yang 

berpengaruh secara 

signifikan terhadap PAD,  

yang terdiri atas Pajak 

Hotel dan pajak hiburan.  

Nabila 

Suha 

Bahmid , 

Herry 

Wahyudi 

(2018) 

Pengaruh 

Pemungutan Pajak 

Hotel dan Pajak 

Hiburan Terhadap 

Peningkatan 

Pendapatan Asli 

Daerah Kota 

Medan 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y)  

Pajak Hotel (X1)  

Pajak Hiburan 

(X2)  

 

Untuk mengetahui 

pengaruh pemungutan 

pajak hotel terhadap 

peningkatan pendapatan 

asli daerah Kota Medan, 

dilakukan pengujian 

hipotesis statistik t -.433 

dengan probabilitas sig 

0,666>0,05 dengan 

demikian maka 

disimpulkan bahwa tidak 

menemukan adanya 

pengaruh positif signifikan 

pemungutan pajak hotel 

terhadap peningkatan 

pendapatan asli daerah 

Kota Medan dan nilai 

thitung berbentuk negatif. 

Dan untuk mengetahui 

pengaruh pemungutan 

pajak hiburan terhadap 

peningkatan pendapatan 

asli daerah Kota Medan, 

dilakukan pengujian 

hipotesis statistik t 2.129 

dengan probabilitas sig 
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0,038 

Wahyu 

Suci Rizqi 

Damayanti 

(2020) 

Pengaruh Pajak 

Hotel, Pajak 

Restoran, Pajak 

Hiburan dan Pajak 

Penerangan Jalan 

Terhadap 

Pendapatan Asli 

Daerah 

Pendapatan Asli 

Daerah (Y)  

Pajak HotelX1)  

Pajak Restoran 

(X2)  

Pajak Hiburan(X3)  

Pajak Penerangan 

Jalan (X4) 

Hasil penelitian ini adalah 

1) Pajak Hotel dan Pajak 

Hiburan berpengaruh 

positif tidak signifikan 

terhadap Pendapatan Asli 

Daerah Kabupaten/Kota 

Provinsi Jawa Tengah, 2) 

Pajak Restoran 

berpengaruh negatif tidak 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Tengah. 3) Pajak 

Penerangan Jalan 

berpengaruh positif 

signifikan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah 

Kabupaten/Kota Provinsi 

Jawa Tengah. 

 

2.2 Kerangka Konseptual  

1. Pengaruh Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Pajak Hotel adalah pungutan pajak atas pelayanan yang disediakan hotel. 

Adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa 

penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan 

kenyamanan, termasuk fasilitas ruang pertemuan, olahraga dan hiburan. 

2. Pengaruh Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli Daerah 

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh dari 

penerimaan pajak daerah, retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain 

yang sah. Pajak Hotel dan Pajak Hiburan merupakan dua dari sumber 

penerimaan pajak daerah yang ada di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 
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Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Dimana di dalamnya ada target dan realisasi 

yang telah ditetapkan dan ingin dicapai.  

Penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyuliati. M, 2012), (Wahyudi & Bahmid, 

2018), menunjukkan bahwa pajak hotel dan pajak hiburan berpengaruh 

signifikan terhadap pendapatan asli daerah secara bersama-sama. 

 

3. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah 

Salah satu Pendapatan Asli Daerah diperoleh dari penerimaan yang berasal 

dari pajak dan retribusi daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber 

penerimaan paling yang akan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan 

pemerintah daerah dan pembangunan daerah. Peranan pajak sangatlah penting 

bagi penerimaan kas negara. Oleh karena itu, pemerintah terus berusaha 

meningkatkan dan menggali setiap potensi yang ada. Demikian juga potensi 

yang ada di daerah, yang tidak lepas dari peran serta dan kontribusi pemerintah 

daerah yang lebih mengetahui akan kebutuhan dan kondisi serta potensi yang 

ada di daerahnya untuk digali dan dioptimalkan.  

Pajak Daerah adalah salah satu elemen PAD yang memberikan kontribusi 

yang besar terhadap penerimaan PAD. Menurut UU no. 34 Tahun 2000 adalah 

iuran wajib yang dilakukan orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa 

imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah. Adapun 

pembagian pajak daerah sesuai Pasal 2 UU No. 34 tahun 2000 adalah Jenis pajak 
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Kabupaten/Kota terdiri dari : Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak 

Reklame,Pajak Penerangan Jalan, Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C, 

Pajak Parkir, Pajak Air dan Tanah, Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). 

Hasil penelitian (Abdullah & Siregar, 2016) Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kota Medan 

sudah efektif. Namun, kinerja Dinas Pendapatan tetap ditingkatkan dan 

diharapkan kesadaran masyarakat untuk mau membayar Pajak Hotel, karena 

efektivitasnya masih ada yang mengalami penurunan. Pada penelitan ini akan 

dianalisis pengaruh antara variabel Pajak Hotel dan Pajak Hiburan terhadap 

Pendapatan Asli Daerah, maka dari penjelasan di atas desain kerangka 

konseptual digambarkan sebagai berikut.  

 

Gambar 2.1 

Kerangka Konseptual 

2.3 Hipotesis Penelitian  

Menurut Mudrajad Kuncoro,Ph.D (2009:59) Hipotesis adalah suatu 

penjelasan sementara tentang perilaku, fenomena, atau keadaan tertentu yang telah 

terjadi atau akan terjadi. Hipotesis merupakan pernyataan peneliti tentang 

hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian, serta merupakan pernyataan 

yang paling spesifik.  

  

  

    

  Pajak Hiburan   

PendapatanAsli Daerah   

Pajak Hotel   
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H1  :  Pajak Hotel berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

H2  :  Pajak Hiburan berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah. 

H3 : Pajak Hotel dan hiburan berpengaruh signifikan terhadap PAD. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN  

3.1 Pendekatan Penelitian  

Jenis penelitian ini adalah asosiatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui hubungan dua variabel atau lebih (Sugiyono,2012:14). Penelitian ini 

bertujuan untuk menguji hipotesis yang berkaitan dengan subjek yang diteliti. 

Hasil pengujian dapat digunakan sebagai dasar untuk menarik kesimpulan 

penelitian, mendukung atau menolak hipotesis yang dikembangkan dari telaah 

teoritis. Penelitian ini akan mengidentifikasikan bagaimana variabel independen 

mempengaruhi variabel dependen. Penelitian ini menguji pengaruh penerimaan 

Pajak Hotel dan pajak hiburan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di 

Kabupaten Aceh Tengah.  

 

3.2 Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional adalah definisi yang diberikan kepada suatu variabel 

atau konstrak dengan cara memberikan arti, atau menspesifikan kegiatan, ataupun 

memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan untuk mengukur konstrak 

atau variabel tertentu. 
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Tabel 3.1 

Definisi Operasional 

No Variabel Definisi Indikator 

1 Pajak Hotel (X1) Pajak Hotel adalah 

pajak atas 

pelayanan yang 

disediakan oleh 

hotel. Sedangkan 

yang dimaksud 

hotel adalah 

fasilitas penyedia 

kamar, ruang 

pertemuan, olah 

raga dan hiburan 

dengan dipungut 

bayaran 

Jumlah Pajak Hotel dalam Satu 

Periode 

2 Pajak Hiburan 

(X2) 

pajak atas 

penyelenggaraan 

hiburan. 

Sedangkan yang 

dimaksud hiburan 

adalah semua jenis 

tontonan, 

pertunjukkan, 

permainan, dan 

atau keramaian 

yang dinikmati 

dengan dipungut 

bayaran. 

Jumlah Pajak Hotel dalam Satu 

Periode 

3 Pendapatan Asli 

Daerah 

Pendapatan yang 

diperoleh daerah 

yang dipungut 

berdasarkan 

peraturan daerah 

sesuai dengan 

peraturan 

perundang-

undangan. 

Pendapatan asli 

daerah merupakan 

ukuran sebuah 

kota untuk 

menentukan 

perkembangan 

pembangunan 

kotanya 

Jumlah Pendapatan Daerah 

dalam Satu Periode 
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3.3 Tempat dan Waktu Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset 

Daerah Kabupaten Aceh Tengah. Beralamat di jalan Lembaga N0.130 kabupaten 

Aceh tengah. Penelitian ini dilaksanakan dari bulan Februari sampai dengan bulan 

Agustus 2022. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.  

Tabel 3.2 

 Waktu Peneleitian  

No   Kegiatan  Bulan 2022    

Februari  Maret  April  Mei  Juni   Juli  Agustus 

1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

1  Pengajuan 

Judul  
                                                    

2  Riset  
Terdahulu  

                                                    

3  Penyusunan 

Proposal  
                                                    

4  Bimbingan 

Proposal  
           

 

 

 

  

                                    

5  Seminar 

Proposal  
                 

 

  

                                

6  Penyempurna

a n Proposal  
                                                    

7  Penyusunan  
Skripsi  

                                 

 

  

                

8  Bimbingan  
Skripsi  

                                       

 

 

 

  

        

9  Sidang Meja 

Hijau  
                                             

 

  

    

10  Penyempurna

an Skripsi  
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3.4 Populasi dan Sampel Penelitian  

1. Populasi  

Menurut Sugiyono (2016), Populasi adalah :“ Wilayah generalisasi yang 

terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu 

yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian di tarik 

kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah yang didalamnya 

terdapat Pendapatan Asli Daerah.  

2. Sampel  

Sampel adalah sebagian atau dari populasi yang diteliti. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian adalah Laporan Realisasi Penerimaan Pajak Hotel dan 

Pajak Hiburan selama 5 tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.  

  

3.5 Sumber dan Jenis Data  

1. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data kuantitatif, yaitu 

data yang disajikan dalam bentuk skala numerik. Data kuantitatif dalam penelitian 

ini yaitu data yang dapat diukur dan dihitung berupa besarnya Realisasi 

Penerimaan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan beserta Laporan Realisasi Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Aceh Tengah.  

2. Sumber Data  

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer, data primer adalah data 

yang diperoleh peneliti secara langsung. Data primer dalam penelitian ini adalah 
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data yang diperoleh dan dikumpulkan dengan cara melakukan penelitian langsung 

pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Aceh Tengah guna 

mendapatkan data yang diperlukan berkaitan dengan masalah penelitian.  

  

3.6 Teknik Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik dokumentasi, 

yaitu dengan mempelajari, mengklasifikasi, dan menganalisis data primer berupa 

laporan realisasi penerimaan Pajak Hotel dan pajak hiburan beserta laporan 

realisasi pendapatan asli daerah maupun informasi lainnya yang berkaitan dengan 

lingkup penelitian ini.  

  

3.7 Teknik Analisis Data  

1. Statistik Deskriptif  

Statistik Deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data 

dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang terkumpul 

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk 

umum atau generalisasi (Sugiyono, 2016:147).  

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, data yang terkumpul dianalisis 

dengan menggunakan rumusan statistik, yaitu statistik deskriptif. Teknik ini 

dilakukan dengan cara mengumpulkan, mengklarifikasi data yang relevan dengan 

masalah yang diteliti untuk kemudian mengambil kesimpulan dari hasil yang 

diteliti.  
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2. Uji Asumsi Klasik  

Uji asumsi klasik dilakukan dalam penelitian ini untuk menguji apakah data 

memenuhi asumsi klasik. Hal ini untuk menghindari terjadinya estimasi yang bisa 

mengingat tidak semua data dapat diterapkan dengan regresi. Uji asumsi klasik 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

a. Uji Normalitas data  

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal 

atau tidak. Untuk mengetahui data yang digunakan berdistribusi normal atau tidak 

dapat menggunakan uji Kolmogrov –Smirnov. Jika signifikansi atau nilai 

probabilitas > α = 0,05 maka data tersebut berdistribusi normal.  

b. Uji Autokorelasi    

Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu 

berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan 

pengganggu) tidak bebas dari satu observasi ke observasi lainnya. Hal ini sering 

ditemukan pada data runtun waktu (time series) karena gangguan pada seorang 

individu/kelompok cenderung mempengaruhi gangguan pada individu/kelompok 

yang sama pada periode berikutnya (Ghozali,2011:110).  

c. Uji Multikolinearitas  

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya multikolinearitas, 

yaitu dengan melihat koefisien korelasi antar variabel bebas (independen). Jika 

koefisien korelasi antar variabel bebas ≥ 0,8 maka terjadi multikolinearitas.  

d. Uji Heterokedastisitas  
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Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi 

terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pegamatan lain 

(Ghozali, 2011:139). Jika variansi jawaban tetap, maka disebut homokedastisitas 

dan jika berbeda disebut heterokedastisitas.  

 

3. Analisis Regresi Linier Berganda  

Persamaan model regresi berganda yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

 Y = a + b1X1 +b2X2+ e  

Dimana :  

Y = Pendapatan Asli Daerah 

 a = konstanta  

b = koefisien regresi  

X1 = Pajak Hotel  

X2 = Pajak Hiburan  

e = Standar estimasi (error)     

 

4. Pengujian Hipotesis  

a. Uji Signifikan Parsial (Uji t )  

Uji statistik t dilakukan untuk menguji apakah variabel bebas (X) secara 

individual mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap variabel 

terikat (Y).  

       t =   

Keterangan :  

T = Nilai thitung  



37 

 

 

rxy = Korelasi xy yang ditemukan  

n = Jumlah Sampel  

Uji t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel bebas 

secara individual dalam menerangkan variasi variabel terikat. Adapun kriteria 

pengujian hipotesis adalah :  

1) Hipotesis ditolak bila ttabel > thitung : artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.  

2) Hipotesis diterima bila thitung > ttabel : artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

dari variabel bebas secara parsial terhadap variabel terikat.  

 

b. Uji Signifikan Simultan / Uji F (Uji Serentak )  

Dilakukan untuk mengetahui apakah ada pengaruh seluruh variabel bebas 

secara bersama – sama terhadap variabel terikat. Adapun rumus uji F menurut 

Sugiyono (2012:257) adalah :  

  

Keterangan :  

R
2 
= Koefisien korelasi ganda  

K = Jumlah variabel independen  

N = Jumlah anggota sampel  

F = F hitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel  

Adapun kriteria pengujian hipotesis menurut Sugiyono(2012: 106) adalah 

sebagai berikut :  
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1) Terima Hipotesis bila Fhitung > Ftabel : artinya terdapat pengaruh yang signifikan 

secara serentak dari variabel bebas terhadap variabel terikat.  

2) Tolak Hipotesis bila Fhitung < Ftabel : artinya tidak terdapat pengaruh yang 

signifikan secara serentak dari variabel bebas terhadap variabel terikat. 

 

5. Koefisien Determinasi  

Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan 

model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai koefisien determinasi 

adalah antara nol sampai satu (0 < R
2 
< 1). Nilai R

2
 yang kecil berarti kemampuan 

variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat 

terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen 

memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi 

variabel dependen. Adapun rumus untuk menghitung koefisien determinasi 

adalah:  

KD = r
2× 100%  

Dimana :  

KD = Koefisien determinasi  

R = Koefisien korelasi  

Kriteria untuk koefisien determinasi :  

1) Jika Koefisien determinasimendeteksi nol (0), maka pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen lemah.  

2) Jika Koefisien determinasi mendeteksi satu (1), maka pengaruh variabel 

independen terhadap variabel dependen kuat.  
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Deskripsi Variabel Penelitian  

1. Analisis Deskripsi Variabel Penelitian 

 Dalam penelitian ini, variabel penelitian yang diamati ada 2 (dua) variabel 

X, yaitu Pajak Hotel (X1) dan Pajak Hiburan (X2) dan 1 (satu) variabel Y yaitu 

Pendapatan Asli Daerah (Y). Sedangkan untuk pengukuran dari ketiga variabel 

tersebut, digunakan satuan ukuran sebagai berikut: 

Tabel 4.1 

Data PAD Kabupaten Aceh Tengah 

Tahun Bulan PAD Pajak Hotel Pajak Hiburan 

  

  

  

  

  

2017 

  

  

  

  

  

  

JANUARI  Rp 2.005.664.055   Rp  24.453.982   Rp  3.989.465  

FEBRUARI  Rp 5.354.495.673   Rp  20.661.988   Rp  24.769.546  

MARET  Rp 25.331.117.551   Rp  28.015.532   Rp  138.087.574  

APRIL  Rp 39.284.716.901   Rp  28.394.728   Rp  99.856.515  

MEI  Rp 49.037.309.747   Rp  41.103.343   Rp  124.588.046  

JUNI  Rp 67.765.330.957   Rp  29.757.965   Rp  121.966.322  

JULI  Rp 79.220.949.023   Rp  12.340.650   Rp  106.805.779  

AGUSTUS  Rp 92.543.582.714   Rp  27.141.603   Rp  170.444.121  

SEPTEMBER  Rp 104.493.096.628   Rp  16.290.945   Rp  162.461.267  

OKTOBER  Rp 116.499.507.651   Rp  37.370.348   Rp  185.395.627  

NOVEMBER  Rp 128.407.458.520   Rp  36.320.277   Rp  233.556.920  

DESEMBER  Rp 158.262.804.604   Rp  39.403.395   Rp  416.241.923  

  

  

  

  

  

2018 

  

  

  

  

  

  

JANUARI  Rp 9.922.872.780   Rp  34.372.991   Rp  47.179.818  

FEBRUARI  Rp 28.836.545.962   Rp  12.831.837   Rp  115.608.348  

MARET  Rp 36.315.163.429   Rp  31.631.945   Rp  143.125.185  

APRIL  Rp 48.538.280.922   Rp  68.128.028   Rp  378.442.597  

MEI  Rp 72.781.167.796   Rp  28.708.565   Rp  152.911.439  

JUNI  Rp 77.813.244.153   Rp  29.612.395   Rp  73.462.724  

JULI  Rp 93.399.440.124   Rp  31.181.008   Rp  176.902.649  

AGUSTUS  Rp 105.746.205.640   Rp  34.216.296   Rp  144.229.459  

SEPTEMBER  Rp 108.601.193.355   Rp  33.813.048   Rp  117.232.561  

OKTOBER  Rp 138.024.861.143   Rp  29.749.544   Rp  249.528.602  
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NOVEMBER  Rp 141.168.186.863   Rp  31.282.770   Rp  215.185.393  

DESEMBER  Rp 167.495.485.645   Rp  34.115.311   Rp  429.126.445  

  

  

  

  

  

2019 

  

  

  

  

  

  

JANUARI  Rp 11.502.349.141   Rp  33.659.457   Rp  151.405.791  

FEBRUARI  Rp 23.576.544.365   Rp  29.431.439   Rp  93.039.890  

MARET  Rp 44.152.562.123   Rp  27.651.906   Rp  157.007.928  

APRIL  Rp 66.581.750.171   Rp  28.443.764   Rp  155.316.576  

MEI  Rp 79.607.346.474   Rp  33.077.912   Rp  164.107.161  

JUNI  Rp 98.882.004.298   Rp  29.680.444   Rp  87.191.396  

JULI  Rp 104.542.563.333   Rp  30.478.227   Rp  230.099.035  

AGUSTUS  Rp 110.829.174.615   Rp  32.251.799   Rp  184.759.639  

SEPTEMBER  Rp 121.753.647.566   Rp  29.697.408   Rp  242.501.284  

OKTOBER  Rp 127.240.255.382   Rp  31.351.827   Rp  189.833.713  

NOVEMBER  Rp 150.001.080.994   Rp  30.226.549   Rp  304.534.446  

DESEMBER  Rp 164.909.171.542   Rp  53.382.070   Rp  514.642.265  

  

  

  

  

  

2020 

  

  

  

  

  

  

JANUARI  Rp 12.469.272.330   Rp  37.918.025   Rp  196.338.465  

FEBRUARI  Rp 36.515.434.733   Rp  32.780.000   Rp  87.655.590  

MARET  Rp 49.897.984.317   Rp  27.910.000   Rp  172.806.052  

APRIL  Rp 71.436.562.460   Rp  40.487.500   Rp  116.494.037  

MEI  Rp 83.491.194.211   Rp  14.535.000   Rp  114.373.962  

JUNI  Rp 95.321.076.214   Rp  40.025.000   Rp  103.811.686  

JULI  Rp 108.735.554.576   Rp  9.852.000   Rp  100.099.048  

AGUSTUS  Rp 118.485.399.061   Rp  11.794.000   Rp  163.204.992  

SEPTEMBER  Rp 130.566.307.393   Rp  18.553.091   Rp  276.942.940  

OKTOBER  Rp 142.906.825.331   Rp  16.004.364   Rp  207.941.088  

NOVEMBER  Rp 153.683.424.456   Rp  30.170.364   Rp  507.443.524  

DESEMBER  Rp 173.419.622.317   Rp  43.045.500   Rp  546.485.949  

  

  

  

  

  

2021 

  

  

  

  

  

  

JANUARI  Rp 8.821.776.376   Rp  49.174.249   Rp  138.765.585  

FEBRUARI  Rp 12.785.914.581   Rp  27.151.864   Rp  103.354.222  

MARET  Rp 23.570.007.047   Rp   29.040.182   Rp  173.424.139  

APRIL  Rp 34.210.242.902   Rp   40.942.773   Rp  184.846.474  

MEI  Rp 44.720.408.302   Rp   16.927.318   Rp  155.361.556  

JUNI  Rp 55.492.817.284   Rp   17.501.773   Rp  207.226.673  

JULI  Rp 70.330.803.470   Rp   19.029.182   Rp  179.252.791  

AGUSTUS  Rp 85.127.917.349   Rp   9.715.091   Rp  121.668.811  

SEPTEMBER  Rp 94.303.359.936   Rp   9.397.227   Rp  255.770.461  

OKTOBER  Rp 126.193.456.728   Rp   17.440.000   Rp  201.007.129  

NOVEMBER  Rp 136.618.675.743   Rp   25.698.679   Rp  432.922.463  

DESEMBER  Rp 164.806.766.142   Rp  335.378.029   Rp  838.774.396  

Sumber : Kabupaten Aceh Tengah (2022) 
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Dari data di atas maka dapat diliihat nilai terendah PAD terdapat pada 

bulan Januari Tahun 2017, hal ini akan mengakibatkan terhambatnya 

pembangunan ekonomi dan kesejahteraan penduduk di Kabupaten Aceh Tengah, 

sedangkan nilai PAD tertinggi terdapat pada bulan Desember tahun 2021, hal ini 

menunjukkan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah sudah efektif 

dalam melakukan pemungutan dan pengawasan terhadap Pajak Daerah. 

 Dari data di atas dapat dilihat perkembangan pajak hotel di Kabupaten 

Aceh Tengah dimana setiap tahunnya nilai pajak hotel mengalami fluktuasi dan 

pencapaian tertinggi dari nilai pajak hotel terdapat pada Bulan Desember Tahun 

2021, hal ini menunjukkan bahwa sudah banyak hotel di Kabupaten Aceh Tengah 

dan berkembangnya perekonomian di Kabupaten Aceh Tengah. 

 Dari data di atas maka dapat dilihat pada tahun 2021 bulan Desember nilai 

pajak hiburan di Kabupaten Aceh Tengah mencapai nilai tertinggi yaitu sebesar 

Rp. 838.774.396 dibadingkan dengan tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan 

perkembangan tempat-tempat hiburan di Kabupaten Aceh Tengah semakin 

bertambah sehingga dapat mempengaruhi dari penerimaan pajak hiburan di 

Kabupaten Aceh Tengah. 

4.2 Analisis Data 

1. Statistik Deskriptif 

Tabel 4.2 

Statistik Deskriptif 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

X1 60 9397227 335378029 34178375.12 41019097.142 

X2 60 3989465 838774396 201525158.03 142890459.359 

Y 60 2005664055 173419622317 83905632251.65 48975517940.387 

Valid N (listwise) 60     

Sumber : Data diolah (2022) 
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 Berdasarkan hasil data statistik deskrptif di atas dapat dijelaskan sebagai 

berikut : 

1. Variabel Pajak hotel (X1) memiliki nilai minimum sebesar 9397227, nilai 

maksimum sebesar 335378029, nilai mean sebesar 34178375.12, nilai std 

deviation 41019097.142 

2. Variabel Pajak hiburan (X2) memiliki nilai minimum sebesar 3989465, nilai 

maksimum sebesar 838774396, nilai mean sebesar 201525158.03, nilai std 

deviation 142890459.359 

3. Variabel PAD (Y) memiliki nilai minimum sebesar 2005664055, nilai 

maksimum sebesar 173419622317, nilai mean sebesar 83905632251.65, nilai 

std deviation 48975517940.387 

 

2. Uji Asumsi Klasik  

 Pengujian  asumsi  klasik  tersebut  meliputi  uji  normalitas,  uji  

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi.  

a) Uji Normalitas  

Menurut Sugiyono (2012, hal.175) Pengujian ini bertujuan untuk menguji 

apakah dalam model regresi, variabel dependen (terikat) dan variabel independent 

(bebas) keduanya mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Menurut Sugiyono 

(2012, hal.175) Uji statistic yang dapat digunakan untuk menguji apakah residual 

berdistribusi normal adalah uji statistik non parametik Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

dengan membuat hipotesis :  

H0 : Data residual berdistribusi normal  

Ha : Data residual tidak berdistribusi normal.  
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Tabel 4.3 

Uji Normalitas 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 

Unstandardized 

Predicted Value 

N 60 

Normal Parameters
a,b

 Mean 83905632251.6

500000 

Std. Deviation 35466288777.3

2683000 

Most Extreme Differences Absolute .189 

Positive .189 

Negative -.098 

Test Statistic .189 

Asymp. Sig. (2-tailed) .130
c
 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

 

Sumber : Data diolah SPSS (2022)  

Dari hasil pengolahan data pada tabel diatas diperoleh besarnya nilai 

Kolmogorov-Smirnov untuk asymp Sig adalah 0.130. Nilai signifikansi lebih besar 

dari 0.05 maka H0 diterima yang berarti data residual berdistribusi normal.Data 

yang berdistribusi normal tersebut dapat dilihat melalui grafik histogram dan 

grafik normal p-plot data.  

 

b) Uji Multikolinieritas  

Menurut Sugiyono (2012, hal.180) Multikolinearitas berarti adanya 

hubungan linier yang sempurna antara beberapa atau semua variabel yang 

menjelaskan model regresi. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 

terdapat korelasi antar variabel independen dalam model regresi. Jika pada model 
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regresi terjadi multikolinieritas, maka koefisien regresi tidak dapat ditaksirdan 

nilai standard error menjadi tidak terhingga.Untuk melihat ada atau tidaknya 

multikolinieritas dalam model regresi dapat dilihat dari:  

a. Nilai tolerance dan lawannya  

b. Variance Inflation Factor (VIF)  

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang 

dijelaskan oleh variabel independan lainnya. Tolerance mengukur variabilitas 

variabel independen yang terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen 

lainnya. Jadi, nilai tolerance yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi 

(karena VIF =1/ tolerance). Nilai cutoff yang umum dipakai untuk menunjukkan 

adanya multikolineritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan VIF > 10.  

Hasil dari uji multikolinieritas dapat dilihat pada tabel berikut ini:  

Tabel 4.4  

Hasil Uji Multikolinieritas 

Model  

 
Unstandardized Coefficients  

 B  Std. Error  

Standardized  
Coefficients  

Beta  t  Sig.  

1  (Constant)  925856585400,000  552254982100,000    1,677  ,236  

 X1  ,585  13,464  ,555  3.096  ,000  

X2  ,318  59,558  ,886  6,425  ,001  
a. Dependent Variable: Y  

Dari data pada tabel diatas dapat diketahui bahwa nilai Variance Inflation 

Factor (VIF) untuk variabel Pajak Hotel (X1) sebesar 1,006, pajak hiburan (X2) 

sebesar 1.006 dari masing-masing variabel yaitu variabel independen tidak 

memiliki nilai yang lebih dari nilai 10. Demikian juga nilai Tolerance pada Pajak 

Hotel sebsare 0,994 dan pajak hiburan sebesar 0.994 dari masing-masing variabel 

nilai tolerance lebih besar dari 0,1 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi 
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gejala Multikolinieritas antara variabel independen yang diindikasikan dari nilai 

tolerance setiap variabel independen lebih besar dari 0,1 dan nilai VIF lebih kecil 

dari 10, Maka dapat disimpulkan bahwa analisis lebih lanjut dapat dilakukan 

dengan menggunakan model regresi berganda.  

c) Autokorelasi  

Menurut Sugiyono (2012, hal.184) Pengujian autokorelasi bertujuan untuk 

menguji apakah terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada suatu periode 

dengan kesalahan pengganggu periode sebelumnya dalam model regresi. Jika 

terjadi autokorelasi dalam model regresi berarti koefisien korelasi yang diperoleh 

menjadi tidak akurat, sehingga model regresi yang baik adalah model regresi yang 

bebas dari autokorelasi. Cara yang dapat dilakukan untuk mendeteksi ada tidaknya 

autokorelasi adalah dengan melakukan pengujian Durbin-Watson (D-W).  

Tabel dibawah ini berikut menyajikan hasil uji D-W dengan menggunakan 

program SPSS Versi 24.0.  

Tabel 4.5  

Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,724a ,524 ,508 3.436233 1.852 

 

 Kriteria untuk penilaian terjadinya autokorelasi yaitu:  

1) Jika nilai D-W dibawah -2, berarti ada autokorelasi positif.  

2) Jika nilai D-W diantara -2 sampai +2, berarti tidak ada autokorelasi  

3) Jika nilai D-W diatas +2, berarti ada autokorelasi positif atau negatif.  



46 

 

 

 

Dari hasil tabel diatas diketahui bahwa nilai Durbin-Watson yang didapat 

sebesar 1.852 yang berarti termasuk pada kriteria kedua, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa model regresi bebas dari masalah autokorelasi.  

d) Uji Heteroskedastisitas  

Menurut Sugiyono (2012, hal.188) Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji 

apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu 

pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah tidak 

terjadi heteroskedastisitas. Cara mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas 

adalah dengan melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen. Dasar 

analisis untuk menentukan ada atautidaknya heteroskedastisitas yaitu:  

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu 

yang teratur (bergelombang, melebar kemudian menyempit), maka 

mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.  

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan dibawah 

angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.  
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Gambar 4.1  

Hasil Uji Heteroskedastisitas  

Dari grafik Scatterplot terlihat bahwa Jika tidak ada pola yang jelas, serta 

titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka 

mengindikasikan tidak terjadi heteroskedastisitas. Hal ini dapat disimpulkan 

bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas padamodel regresi sehingga model regresi 

layak dipakai untuk melihat Pajak hiburan dan pajak hotel berdasarkan masukan 

variabel independen.  

  

3. Regresi Linear Berganda  

Dalam menganalisis data digunakan analisis regresi linear berganda. 

Menurut Sugiyono (2012, hal.201) analisis berganda berguna untuk mengetahui 

pengaruh dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.Berikut 

hasil pengolahan data dengan menggunakan SPSS versi 24.00.  
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Tabel 4.6  

Hasil Uji Regresi Linier Berganda  

Model  

 
Unstandardized Coefficients  

 B  Std. Error  

Standardized  
Coefficients  

Beta  t  Sig.  

1  (Constant)  925856585400,000  552254982100,000    1,677  ,236  

 X1  ,585  13,464  ,555  3.096  ,000  

X2  ,318  59,558  ,886  6,425  ,001  
a. Dependent Variable: Y   

Dari tabel diatas maka diketahui nilai-nilai sebagai berikut :  

konstanta   = 925856585400,  

Pajak Hotel  = 0,585  

Pajak hiburan   = 0.318  

Hasil tersebut dimasukkan ke dalam persamaan regresi linier berganda 

sehingga diketahui persamaan berikut :  

Y = 925856585400+ 0,585X1+0,318X2+ɛ  

Keterangan :  

1) Konstanta sebesar 925856585400 dengan arah hubungannya positif 

menunjukkan bahwa apabila variabel independen dianggap konstan maka 

pendapatan asli daerah telah mengalami peningkatan sebesar 925856585400  

2) Nilai koefisien pajak hotel sebesar 0.585 dengan arah hubungannya positif 

menunjukkan bahwa setiap kenaikan Pajak Hotel maka akan diikuti oleh 

peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 0.585 atau sebesar 58,5% 

dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.  

3) Nilai koefisien pajak hiburan sebesar 0.318 dengan arah hubungannya 

positif menunjukkan bahwa setiap kenaikan pajak hiburan maka akan diikuti 
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oleh peningkatan pendapatan asli daerah sebesar 0.318 atau sebesar 31,8% 

dengan asumsi variabel independen lainnya dianggap konstan.  

  

4. Uji Hipotesis  

Menurut Sugiyono (2012, hal.213) uji hipotesis adalah uji pengambilan 

keputusan yang didasarkan dari analisis data, baik dari percobaan yang terkontrol, 

maupun dari observasi. Pada penelitian ini uji hipotesis yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

a. Uji Signifikan Parsial (Uji Statisik t)  

Menurut Sugiyono (2012, hal.215) Uji t dipergunakan dalam penelitian ini 

untuk mengetahui kemampuan dari masing-masing variabel independen dalam 

mempengaruhi variabel dependen. Alasan lain uji t dilakukan yaitu untuk menguji 

apakah variabel bebas (X) secara individual terdapat hubungan yang signifikan 

atau tidak terhadap variabel terikat(Y).  

Bentuk pengujian:  

H0 : rs= 0, artinya tidak terdapat hubungan siginifikan antara variabel bebas (X)  

dengan variabel terikat (Y).  

H0: rs≠ 0, artinya terdapat hubungan siginifikan antara variabel bebas (X)  

dengan variabel terikat (Y).  

Kriteria pengambilan keputusan:  

H0 diterima jika :-ttabel ≤thitung ≤ttabel, pada α = 5%, df = n-2  

H0 ditolak jika :thitung>ttabel atau -thitung< -ttabel  
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Untuk penyederhanaan uji statistik t diatas penulis menggunakan 

pengolahan data SPSS for windows versi 24.0 maka dapat diperoleh hasil uji t 

sebagai berikut :  

Tabel 4.7 

Hasil Uji Parsial (Uji-t) 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 36621914391.06

1 
7723088460.525  4.742 .000 

X1 -439.092 141.845 .368 3.096 .003 

X2 309.099 40.719 .902 7.591 .000 

 
a. Dependent Variable: Y  

Hasil pengujian statistik t pada tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :  

1) Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pajak hiburan  

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah Pajak Hotel berpengaruh secara 

individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap 

Pajak hiburan. Untuk kriteria Uji t dilakukan pada tingkat α = 0.05 dengan nilai t 

adalah 2,01. Untuk itu thitung= 3.096 dan ttabel = 2,01.  

Nilai thitung untuk variabel Pajak Hotel adalah 3.096 dan -ttabel dengan α =5% 

diketahui sebesar 2,01. Artinya Haditerima dan H0 ditolak. Berdasarkan hasil 

tersebut didapat kesimpulan bahwa Haditerima dan H0 ditolak, hal ini 

menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan Pajak Hotel terhadap 

pajak hiburan. Dengan meningkatnya Pajak Hotel maka diikuti dengan 

meningkatnya pendapatan asli daerah.  
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2) Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah  

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah pajak hiburan berpengaruh secara 

individual (parsial) mempunyai hubungan yang signifikan atau tidak terhadap 

pajak hiburan. Untuk kriteria Uji t dilakukan pada tingkat α = 0.05 dengan Nilai t 

adalah 2,01. Untuk itu thitung = 7.591 dan ttabel = 2,01.  

Nilai thitung untuk variabel pajak hiburan adalah 7.591 dan ttabel dengan α =5% 

diketahui sebesar 2.01. Dengan demikian thitung lebih kecil sama dengan ttabel dan 

thitung lebih besar dan nilai signifikansi sebesar 0.000 (lebih besar dari 0,05) artinya 

Ha diterima dan H0 ditolak. Berdasarkan hasil tersebut didapat kesimpulan bahwa 

H1 diterima dan Ha ditolak, hal ini menunjukan bahwa secara parsial ada 

pengaruh signifikan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan 

meningkatnya pajak hiburan maka di ikuti dengan meningkatnya pendapatan asli 

daerah. 

 

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji-F)  

Menurut Sugiyono (2012, hal.228) Uji statistik F dilakukan untuk menguji 

apakah variabel bebas (X) secara simultan mempunyai hubungan yang signifikan 

atau tidak terhadap variabel terikat (Y).  

Bentuk Pengujiannya adalah :  

Ho = Tidak ada pengaruh yang signifikan Pajak Hotel, Sales growth secara 

bersama-sama terhadap pajak hiburan.  

Ha = Ada pengaruh yang signifikan Pajak Hotel, Sales growth secara bersama-

sama terhadap pajak hiburan.  

Kriteria Pengujian :  
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a. Tolak H0 apabila Fhitung> Ftabel atau -Fhitung < -Ftabel  

b. Terima H0 apabila Fhitung< Ftabel atau -Fhitung > -Ftabel  

Berdasarkan hasil pengolahan data dengan program SPSS Versi 24.0, 

maka diperoleh hasil sebagai berikut :  

Tabel 4.8  

Hasil Uji Simultan (Uji-F)  

ANOVA
a
 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 8505066697001

31460.000 
2 

4252533348500

65730.000 
68.447 .000

b
 

Residual 3541366494757

78180.000 
57 

6212923675013

652.000 
  

Total 1204643319175

909630.000 
59    

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

 

Bertujuan utuk menguji hipotesis statistik diatas, maka dilakukan uji F 

pada tingkat α =5 %. Nilai Fhitung untuk n = 60 adalah sebagai berikut :  

Fhitung = 68,447 dan Ftabel = 3,16  

Kriteria pengambilan Keputusan :  

Dari uji ANOVA (Analysis Of Variance) pada tabel di atas di dapat  

F-hitung sebesar 68,447 dengan tingkat signifikansi sebesar 0.000 sedangkan 

F-tabel diketahui sebesar 3,16. Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui 

bahwa Fhitung>Ftabel (68,447>3,16) maka H0 ditolak dan Ha diterima. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa variabel Pajak Hotel dan pajak hiburan, secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.  
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5. Koefisien Determinasi  

Menurut Sugiyono (2012, hal.223) Koefisien determinasi ini berfungsi 

untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dan variabel 

dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Dalam 

penggunaanya, koefisien determinasi ini dinyatakan dalam persentase (%).Untuk 

mengetahui sejauh mana kontribusi atau presentase pengaruh Pajak Hotel dan 

pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah maka dapat diketahui melalui uji 

determinasi.  

Tabel 4.9 

Model Summary
b 

 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 ,724a ,524 ,508 3.436233 1.852 

  

Pada tabel diatas, dapat dilihat hasil analisis regresi secara keseluruhan 

menunjukkan nilai R sebesar 0.508 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan 

pendapatan asli daerah (variabel dependen) dengan Pajak Hotel dan pajak hiburan 

(variabel independen) mempunyai tingkat hubungan yang sedang yaitu sebesar :  

D = R
2
x 100%  

D = 0.508x 100%  

D = 50.8%  

Tingkat hubungan yang sedang ini dapat dilihat dari tabel pedoman untuk 

memberikan interprestasi koefisien korelasi. 
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4.3 Pembahasan  

Berdasarkan hasil analisa data yang telah dilakukan sebelumnya maka ada 

pembahasan yang akan disampaikan yaitu : 

 

 

1. Pengaruh Pajak Hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah                           

Berdasarkan hasil uji t didapat kesimpulan bahwa Ha diterima dan H0 

ditolak, hal ini menunjukkan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan Pajak 

Hotel terhadap pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya Pajak Hotel maka 

diikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. Hal ini disebabkan oleh 

karena pajak hotel merupakan salah satu komponen dari pendapatan asli daerah, 

sehingga apabila penerimaan pajak hotel meningkat maka akan meningkatkan 

PAD.  

Strategi untuk memenuhi target penerimaan pajak hotel yang telah 

ditetapkan Dinas Pendapatan memiliki strategi guna memenuhi target, diantaranya 

dengan cara menjalin hubungan baik dengan Wajib Pajak serta memberikan 

pelayanan prima melalui pendekatan ini diharapkan wajib pajak mendapatkan 

perlindungan, fasilitas dan kenyamanan dari pihak Dinas Pendapatan sehingga 

terjadi kerja sama yang baik antar kedua belah pihak yang sama-sama 

membutuhkan. Melakukan operasi lapangan melalui operasi ini diharapkan pihak 

fiskus dalam hal ini pihak Dinas Pendapatan dapat mengetahui pajak hotel mana 

saja yang tidak memiliki izin atau izinnya telah kadaluarsa, sehingga dari 

pelanggaran-pelanggaran tersebut  pihak  fiskus  mengetahui  pihak  mana  saja  

yang  belum terdaftar  dan terhutang  pajak  hotel  dan  diharapkan  pihak  wajib  
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pajak  segera  melaporkan kewajibannya. Melakukan strategi sosialisasi 

pemerintah harus lebih memperhatikan sosialisasi kepada pihak kedua yaitu suatu 

perusahaan atau perkantoran yang menerima jasa pajak hotel. Melakukan 

kerjasama dengan pihak ketiga. Untuk memenuhi target pemerintah pajak hotel 

tentu saja pihak Dinas Pendapatan akan mengalami kesulitan apabila bekerja 

sendiri, oleh sebab itu pihak Dinas Pendapatan bekerja sama dengan pihak ketiga 

yaitu Polisi. Melakukan penagihan. Para fiskus dalam hal ini personil Dinas 

Pendapatan turun ke lapangan dan melakukan penagihan kepada wajib pajak 

langsung. Hal ini dilakukan pada wajib pajak pajak yang mempunyai tunggakan 

pajak hotel, selain itu wajib pajak yang mempunyai tunggakan tersebut juga akan 

diberikan sanksi yaitu berupa denda. Hal ini terpaksa dilakukan untuk tindakan 

disiplin guna memberikan efek kepada pihak pajak yang terlambat bayar baik itu 

yang sengaja atau tidak sengaja. Upaya pemerintah kota dalam rangka 

peningkatan pajak hotel adalah sebagai berikut, melaksanakan pendataaan ulang 

terhadap potensi atau omzet Wajib Pajak. Menyampaikan  surat  teguran  kepada  

Wajib  Pajak  yang  tidak/terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak 

Daerah (SPTPD). Melaksanakan penagihan langsung kepada Wajib Pajak. 

Melaksanakan verifikasi/pemeriksaan terhadap Wajib Pajak.Melaksanakan 

pendataan dan pendaftaran bagi Wajib Pajak baru.  

Semakin banyak   hotel   yang   dibangun   maka semakin   besar   bisnis   

hotel   yang berkembang. Dengan   demikian   pajak hotel semakin meningkat dan 

dapat meningkatkan  pendapatan asli  daerah.  

Hasil penelitian (Ikhsan, A., & Siregar, 2017) Berdasarkan hasil penelitian 

menunjukkan bahwa penerimaan Pajak Hotel di Dinas Pendapatan Kota Medan 
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sudah efektif. Namun, kinerja Dinas Pendapatan tetap ditingkatkan dan 

diharapkan kesadaran masyarakat untuk mau membayar Pajak Hotel, karena 

efektivitasnya masih ada yang mengalami penurunan.  

 

 

 

2. Pengaruh Pajak Hiburan terhadap Pendapatan Asli Daerah  

Berdasarkan hasil uji t didapat kesimpulan bahwa H1 diterima dan Ha 

ditolak, hal ini menunjukan bahwa secara parsial ada pengaruh signifikan pajak 

hiburan terhadap pendapatan asli daerah. Dengan meningkatnya pajak hiburan 

maka di ikuti dengan meningkatnya pendapatan asli daerah. 

Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Sedangkan 

yang dimaksud hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, 

dan atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.  

Penerimaan pajak hiburan dalam meningkatkan pajak daerah dari hasil 

kontribusi termasuk dalam kriteria sangat kurang berkontribusi atau sangat sedikit 

kontribusinya dalam meningkatkan pajak daerah. Jika dilihat dari Realisasi 

penerimaan Pajak Hiburan, menunjukkan bahwa realisasi meningkat setiap  

tahunnya  tetapi  realisasi  tersebut  tidak mencapai target yang telah ditetapkan. 

Padahal jika dilihat dari jumlah wajib pajaknya, selama 4 tahun terakhir jumlah 

wajib pajak meningkat tetapi tidak dibarengi dengan jumlah realisasi yang tidak 

mencapai target. Tidak  mencapai  target  yang  ditetapkan  disebabkan  oleh  

kurangnya pengawasan dan lemahnya pemantauan pada hiburan yang ada di 

Kabupaten Aceh Tengah dan kurangnya kesadaran wajib pajak dalam membayar 

pajak hiburan.  Pengawasan  dapat  diartikan  sebagai  suatu  proses  untuk 
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menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan 

mengoreksinya bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai  

dengan  rencana.  Realisasi  penerimaan  pajak  hiburan  dapat dijadikan sebagai 

pedoman kerja dan alat koordinasi bagi Dispenda untuk mencapai target yang 

telah ditetapkan oleh badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. 

Masalah-masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan pemungutan pajak 

hiburan di Aceh Tengah adalah masih banyaknya pengelola tempat hiburan yang 

tidak mendaftarkan diri dan melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak 

padahal jika masyarakat mendaftarkan dirinya dan melaksanakan kewajibannya 

untuk melapor dan membayar jumlah pajak terutang tentunya pendapatan atau 

realisasi pajak hiburan dikota Aceh Tengah juga akan tercapai target setiap 

tahunnya dan kurangnya pengetahuan wajib pajak mengenai pajak hiburan. 

Hasil  ini  memberi  arti  bahwa, semakin  meningkatnya  penerimaan  dari 

pajak hiburan akan   mengakibatkan   semakin meningkat pula pendapatan asli 

daerah. Atau sebaliknya  semakin rendah tingkat penerimaan  pajak hiburan  maka  

akan  semakin rendah pula tingkat pendapatan asli daerah. 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurul Ardianti (2015) menunjukkan bahwa 

Pajak Hotel dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli 

daerah secara bersama-sama.  

  

3. Pengaruh Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Pendapatan Asli 

Daerah  

Dari uji F variabel Pajak Hotel dan pajak hiburan, secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah. Pendapatan Asli Daerah 
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(PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, 

hasil retribusi Daerah, basil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan 

lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan 

keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan 

otonomi daerah sebagai mewujudan asas desentralisasi. (Penjelasan UU No.33 

Tahun 2004).  

Penelitian yang dilakukan oleh (Dwiyuliati. M, 2012), menunjukkan bahwa 

Pajak Hotel dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli 

daerah secara bersama-sama. 

Penelitian yang dilakukan oleh (Wahyudi & Bahmid, 2018), menunjukkan 

bahwa Pajak Hotel dan pajak hiburan berpengaruh signifikan terhadap pendapatan 

asli daerah secara bersama-sama. 
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BAB 5  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan 

sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Ada pengaruh Pajak Hotel terhadap pendapatan asli daerah pada di Kabupaten 

Aceh Tengah.  

2. Ada pengaruh signifikan pajak hiburan terhadap pendapatan asli daerah di 

Kabupaten Aceh Tengah  

3. Ada pengaruh signifikan Pajak Hotel dan pajak hiburan secara bersama-sama 

terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Aceh Tengah.  

5.2 Saran  

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat 

menyarankan hal-hal sebagai berikut:  

1. Diharapkan kepada pemerintah Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah 

Sumatera Utara agar terus meningkatkan penerimaaan pendapatan retribusi 

daerah disamping itu Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) 

harus memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan 

pemungutan retribusi daerah sehingga lebih efektif.  

2. Bagi masyarakat yang memiliki usaha hiburan dan hotel dapat meningkatkan 

kepatuhan dalam membayar pajak hotel dan pajak hiburan sehingga dapat 

meningkatkan PAD. 

3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel agar hasil 

penelitian yang lebih akurat. 
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REGRESSION   /MISSING LISTWISE   /STATISTICS COEFF OUTS R ANOVA COLLIN TOL CHANGE   

/CRITERIA=PIN(.05) POUT(.10)   /NOORIGIN   /DEPENDENT Y   /METHOD=ENTER X1 X2   

/SCATTERPLOT=(*SDRESID ,*ZPRED) 

  /RESIDUALS DURBIN HISTOGRAM(ZRESID) NORMPROB(ZRESID). 

Regression 

Variables Entered/Removeda 

Model 

Variables  

Entered 

Variables  

Removed Method 

1 X2, X1b . Enter 

a. Dependent Variable: Y 

b. All requested variables entered. 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R  

Square 

Std. Error of 

the  

Estimate 

Change Statistics  

R 

Squar

e 

Chan

ge 

F 

Chang

e df1 

1 .724a .524 .508 3.43623E+10 .524 31.426 2 

Model Summaryb 

Model 

Change Statistics 

Durbin-

Watson df2 

Sig. F 

Chang

e 

1 5

7 
.000 1.85

2 

a. Predictors: (Constant), X2, X1 

b. Dependent Variable: Y 

ANOVAa 

Model 
 Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 



 

 

 

 

1 Regression 

Residual 

Total 

7.421E+22 

6.730E+22 

1.415E+23 

2 

57 

59 

3.711E+22 

1.181E+21 

31.42

6 
.000b 

a. Dependent Variable: Y 

b. Predictors: (Constant), X2, X1 

Coefficientsa 

Mod

el 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficie

nts 

t Sig. 

Collineari

ty 

Statistic

s 

B Std. Error Beta Tolerance 

1 (Constan
t) 

X1 

X2 

3.662E+
10 

-

439.0

92 

309.0

99 

7723088461 

141.8
45 

40.7

19 

.36

8 

.90

2 

4.74
2 

3.09

6 

7.59

1 

.000 

.003 

.0

00 

.59

1 

.59

1 

Coefficientsa 

Model 

 Collinearity  

Statistics 

VIF 

1 (Constant) 

X1 

X2 

1.692 

1.692 

a. Dependent Variable: Y 

Collinearity Diagnosticsa 

Model Dimension Eigenvalue 
Condition 

Index 

Variance Proport ions 

(Constant) X1 X2 

1 1 

2 

3 

2.515 

.357 

.128 

1.000 

2.655 

4.438 

.04 

.45 

.51 

.04 

.50 

.45 

.03 

.00 

.97 

a. Dependent Variable: Y 

Residuals Statisticsa 



 

 

 

 

 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 

Predicted 
Value 

Std. 

Predicte

d Value 
Standard 

Error of 

Predicte

d Value 

Adjusted 

Predicte

d Value 

Residual 

Std. 
Residual 

Stud. 

Residual 

Deleted 
Residual 

Stud. 

Deleted 
Residual 

Mahal. 

Distance 

Cook's 
Distance 

Centered 

Leverage 

Value 

2.7118E+10 

-

1.601 

4452279808 

-7.3611E+10 

-7.5145E+10 

-
2.187 

-

2.235 

-7.8496E+10 

-
2.319 

.007 

.000 

.000 

1.8664E+11 

2.897 

3.318E+10 

1.8927E+11 

5.17688E+10 

1.507 

1.808 

2.38418E+11 

1.845 

54.012 

14.958 

.915 

8.3906E+10 

.000 

6507094753 

8.0394E+10 

.00001 

.000 

.020 

3511712180 

.018 

1.967 

.259 

.033 

3.54663E+10 

1.000 

4120581891 

4.02772E+10 

3.37749E+10 

.983 

1.023 

4.64298E+10 

1.033 

7.081 

1.930 

.120 

60 60 60 

60 60 

60 

60 60 60 

60 

60 60 

a. Dependent Variable: Y 

Charts 

Histogram 

Dependent Variable: Y 



 

 

 

 

 

Regression Standardized Residual 

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual 

Dependent Variable: Y 

   
   

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Observed Cum Prob 

Scatterplot 

Dependent Variable: Y 



 

 

 

 

 

Regression Standardized Predicted Value 

DESCRIPTIVES VARIABLES=X1 X2 Y 

  /STATISTICS=MEAN STDDEV MIN MAX. 

Descriptives 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean 

X1 

X2 

Y 

Valid N 

(listwise

) 

60 

60 

60 

60 

9397227.00 

3989465.00 

2005664055 

335378029.00 

838774396.00 

173419622317.00 

34178375.1167 

201525158.0333 

83905632251.6

5 

Descriptive Statistics 

 Std. Deviation 

    
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

X1 

X2 

Y 

Valid N 

(listwise

) 

41019097.14192 

142890459.35913 

48975517940.38

7 

NPAR TESTS 

  /K-S(NORMAL)=PRE_1   /MISSING ANALYSIS. 

NPar Tests 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  Unstandardized 

Predicted 

Value 

N 

Normal 

Parametersa,b 

Most Extreme 

Differences 

Test Statistic 

Asymp. Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Std. 

Deviatio

n 

Absolute 

Positive 

Negative 

60 

8.39056E+10 

3.54663E+10 

.189 

.189 

-.098 

.189 

.130c 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

c. Lilliefors Significance Correction. 

S



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 
 



 

 

 

 

 


